
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS

§ NOMOR : 52 TAHUN 2002 SERI : C

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 30 TAHUN 2002

I TENTANG

RETRIBUSI OBJEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

IgK'Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi
sumber pendapatan asli daerah ;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab ;
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5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, .Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990
Pencemaran

c. bahwa Kabupaten Nias memiliki objek-obje|
wisata yang potensial , sehingga perlu dilakulJg
pembinaan, pengendalian, pelestarian dim
pengawasan ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarai
dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maKffi
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupatraj
Nias tentang Retribusi Objek Wisata ;

ff
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 195m

tentang Pembentukan Daerah Otono'mj
Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daera®
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negarij
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran!]
Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang^H
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidan&J^H
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,J^H
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; J9H

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang'^H
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990l^H
Nomor , Tambahan Lembaran NegaraJ^H
Nomor 3427) ; J|B

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentanq^H
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran1H|
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan IMP
Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimanaĵ ^
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- J|BL
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak '

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048) ;

r
I

iMengingat I

i (i :

i ;

Pengendalian Airtentang
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993

I-

! tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

l
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] 1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20Qj|l

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Neganj§|
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 1 cmbangB
Ncr.ua Nomor 4139);

12. Keputusan Presiden Nomor 30 Tai.un I96jj9
tentang Pedoman Pembinaan Kepaim.utuog
Nasional ; :||J

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001a
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Neganli
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan LembaiM»
Negara Nomor 4139);

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun IQQQaH
tentang Teknik Penyusunan Peraturad
Perundang-undangan dan Bentuk RancangaOT
Undang-Undang, Rancangan Peraturaafflj
Pemerintah dan Rancangan Keputusan PresidenlM

15. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos da|8
Telekomunikasi Nomor KM 74/PW.105/MPPll«
85 tentang Peraturan Pondok Wisata hfm
Keputusan Menteri Pariwisata, Pos rfanj
Telekomunikasi
104/PW.105/MPPT-89 ;

16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan §
Telekomunikasi Nomor K3/PW.003 tentang|
Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata, Pos dan|
Telekomunikasi ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 „ TTW1TW

Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri | TUAN UMUM
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; Pasal 1

18. Keput^ Menteri Dalam Negeri Nomor 174 PeratunmDaerah wyangdimaksud denga„ :Tahun 997 tentang Pedoman Tata Cat.» Daerah adalah Kabupatet,Mas;
erajngiiii ttaiisi aera :|aFb Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;

T\P D“lara.Ne8“ Nor S Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
Ml Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Penerimaan Lain-lain ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8
Tahun 1993 tentang Penghunjukkan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
pcnyidikar. terhadap pelanggaran Peraturan
Daei . ’ i yang memuat ketentuan Pidaia
(Lemh.ii an Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993
Nomoi 14) ;

22 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Keija Dinas Daerah Kabupaten Nias
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001
Nomor 11) ;

1 '

I
;

:: Dengan persetujuan
T)EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

TENTANG RETRIBUSI OBJEK WISATA.

s

Nomor KM;
l!<0

tMenetapkan
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E Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah
KSurat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
i-berupa bunga dan atau denda ;
1Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

|mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
Imenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan
|lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di
I bidang Retribusi ;
I' Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian
Itindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
I; selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
jpyang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
I Retribusi yang teijadi serta menemukan tersangkanya.

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayi
Kabupaten Nias ; '$|

f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ; iM
g Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalal

Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pariwisata .jfflS
Kebudayaan Kabupaten Nias ; ’IS

h. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa oqd
wisata yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentiiip
orang pribadi dan atau badan ;

i. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah
pelayanan objek wisata ; %

j. Objek wisata adalah objek wisata yang berada di dalam wilayl
Kabupaten Nias dan pengelolaannya menjadi kewenangan idl
tanggungjawab Pemerintah Daerah ; fi

k. Petugas adalah Pegawai yang dihwnjuk oleh Kepala Dinas until
melakukan pemungutan retribusi ; M

l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, sclnnjutnya disingkat SKRD adali
adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribSl
yang terhutang ;

m. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mel
pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempaf?
yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ; .J

n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disinjjj
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jutr
retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekuraii;
pembayaran pokok retribusi, besamya sanksi administrasi dan jutf
retribusi yang masih hams dibayar ;

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar TambaKi
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yS
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingl
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebili
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar &
retribusi yang terhutang atau tidak sehamsnya terhutang ;

BAB n
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN

WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

igan nama Retribusi Objek Wisata dipungut kepada setiap orang dan
i badan yang memasuki lingkungan objek wisata.

I

Pasal 3

; Retribusi adalah jasa atas pelayanan dan atau penggunaaan
/prasarana objek wisata.

Pasal 4

yek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan dan
menggunakan sarana/prasarana objek wisata.

r

Pasal 5

wjib Retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
feraturan Daerah ini.
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BAB HI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6
Retribusi Objck Wisata termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

6. Kendaraan roda dua tidak be8. Kamera biasa9. Moving camera, handy camera dansejenisnya
b. Retribusi untuk sekali memasuki objek wisata oleh pengunju

1. Objek wisata sejarah, budaya, megalitdan perkampungan tradisional :a. Dewasa

miesin RP 250.-RP 2.500,-
RP 5.000,-

n g :BAB IV g
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Objek Wisata adalah
diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan pada objek wisata.

b- Pelajar dan Mahasiswac- Anak-anak
12 tahun)

RP 1.000,-RP 500,-
RP 500,-

(di bawah umur
S

agro wisata :
a. Dewasa

Pasal 8
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Objek Wisata adalah untuk menggantiJB
biaya pemeliharaan, perawatan, pelestarian, penataan pembangunanJBI
sarana/prasarana objek wisata.

b- Pe,aj'ar dan MahasisC' (di bawah
RP 800,-RP 250.-

wa
umur12 tahun)

RP 250.-Pasal 9 ;§*£'

» srrrs: Pasal 10
dan pemunSutan Retribusi: 9 adalah : sebagaimana dimaksud dalam

a. Tarif Retribusi untuk sekali membawa masuk kendaraan, kamera)
dan sejenisnya:

1. Kendaraan angkutan umum/bus,
Mopen, KPU dan sejenisnya

2. Kendaraan roda empat
3. Kendaraan roda tiga bermesin
4. Kendaraan roda dua bermesin
5. Kendaraan roda tiga tidak bermesin

umum
Rp 2.500,-
Rp 1.000,-
Rp 500.-
Rp 500,- fpBhyah
Rp 500,- 1

BAB VWELAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias.

i
Pemungutan Retribusi.
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BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasnl 12

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongknn.

lata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
oitetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.4

K Pasal 16

Hbayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan
Babukti pembayaran.

if
Pasal 13

Retribusi dipungut dengan nienggunnkan SKRD atau dokumen lpdi

yang dipersamakan.
Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal!
disetor oleh BKP ke Kas Daerah. J

(1) BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

In hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
Shg membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
Ipersen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak
I’ kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan
Sibusi Daerah.

(2)

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat
yang yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yan|
ditentukan dalam SKRD. |
Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maki
hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat*
lambatnya 1 x 24 jam.
Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakaij
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengstf
menerbitkan STRD.

(1)
BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

P Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai
B awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera
P' setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
P Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
R' Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus
1 melunasi Retribusinya yang terutang.
m Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana
|: dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

(2)

(3)

4
1Pasal 15

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izinl
kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam!
jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapatl
dipertanggungjawabkan

(1) I(2) BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19
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(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan Retribusi. .warn

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan*
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganf

BAB XII
TATA CARA PENYELESAUN KEBERATAN

Pasal 21
f (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD| dan STRD.f

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdisampaikan secara tertulis Kepada Kepala Daerah atau Pejabat yangdihunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.|(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat| (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjukI dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal suratI keberatan diterima.

Retribusi
Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,|

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 20 !
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD|

dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, *
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan "

perundang-undangan Retribusi Daerah.
(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau J§

penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikanjf
Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena:|
kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

. (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau|
pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), /•

pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi\
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara

tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yangs
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima i

memberikan alasan yang jelas dan"

BAB XIIITATA CARA PERIIITUNGAN PENGEMBALIANKELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 22I|(1) Wajib Retribusi harus i| Kepala Daerah untuk

• pembayaran Retribusi.
[ (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). atasi kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkanterlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasiberupa bunga oleh Kepala Daerah.

mengajukan permohonan, . secara tertulis kepadaperhitungan pengembalian kelebihan

:
f (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhakd atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan denganK pembayaran Retribusi selanjutnya.

dihunjuk paling lama
SKRD dan STRD dengan
meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling .®
lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima. ~ Pasal 23

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat®; a a kelebihan pembayaran Retrih '

(5) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan® 1 a u^an P̂ hitungan sebagaimana d*' mS^ tersisa setelah

Keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.
Ima suc* dalam Pasal 22

1
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diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanyal
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayatjj
(1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulatfjl
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelahll
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepalajl
Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atai||
keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 24

jl) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk!. melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan

Retribusi
ayat (l ).

Penghapusan Piutang
yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada

’

BAB XVI
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 27

^etiap orang dan atau badan dilarang memasuki kawasan lingkungan objekwisata tanpa membayar Retribusi.

:

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukart|
dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi. 3$

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkati|
bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

.‘I 1 BAB XVU
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28
f

BABX[V
KADALUWARSA 1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana

Pasal 25 c. ^'"tUr f am Per*u'an Daerah ini> dianca dengan pidana kurungan •
P 25 , . -mHm selama-lamanya. 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4

(1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu (empat) kaJi retribusi terutang.
10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuu^^^H2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang R e t r i b u s i.. p e l a n g g a r a n.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada aya|
(1), tertangguh apabila : M
a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa , atau

^
J|

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retnousi, bm
langsung maupun tidak langsung.

pada ayat (1) adalah

I BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 29
|) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan PemerintahI Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukanI penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud| dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.||^^B[2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ."JjfllP a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan ataulaporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar

1BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 26

i

i
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fg «XSKSxs*-“'— **dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ; mM-i
Pasal 31

j£S&ZSSS«L““oleh Kepala

b.

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau f§
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ; :J|

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen;||
lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ; \

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti :
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta :;
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas|
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkani
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungj
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawi;
sebagaimana dimaksud pada huruf e ; 4

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanaf
Retribusi ;

i. memanggjl orang untuk didengar keterangannya dan diperi
sebagai tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan!

tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yangi
bertanggungjawab ; J

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memberitahukari
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya|
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik|
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-"
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 32i&s&rKabupa,en Mas merupakan koordinator pemungutan

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

g Pasal 33
K Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjangfmengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala|Daerah.1

Pasal 34
1 pada tanggal diundangkan.

1f .

peraturan Daerah ini mulai berlaku

^Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalikan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenPas.

BAB XIX
KETENTUAN LA IN-LAIN

Pasal 30

16 ;

17



1
Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 J u I i 2002 J PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG
RETR1BUSI OBJEKWISATA

BUPATI NIAS,

D to

BINAHATI B. BAEHAll
lUMUM

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002 lerdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan

Hebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa
|enempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dari lain-lain, harus

Stetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan
ketribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

[Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
Ftentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
’Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan
•dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan
pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut
dapat memberikan beban yang adil.
|Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

fPemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
|Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran

iPendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
Idan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran

^Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain
berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu

jMRsumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

BDengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA I
sI
1q
1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 52|

111
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eSelanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pasal 7. Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak|Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten'Kota diberi
peluang dalam menggali potensi suniber-sumber keuangannya dengan
menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang teiah
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Bahwa salah satu daya tarik kepariwisataan di Kabupaten Nias adalah -Jft'

adalah adanya keunikan objek wisata sebagai ciri khas tersendiri, sehingga
menggugah para wisatawan untuk berkunjung ke objek-obiek wisata yang
ada di Kabupaten Nias.
Bahwa untuk meningkatkan daya tarik terhadap objek-objek wisata yang ,|1ada di Kabupaten Nias, perlu dilakukan penataan, pelestarian/pemeliharaan,
pengembangan promosi, pembinaan dan pengawasan objek-objek wisata.
Jasa atas pelavanan tersebut, maka Pemerintah Daerah memungut Retribusi j
Objek Wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna .
mendukung keberhasilan perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah di
Kabupaten Nias.

Cukupjelas
Pasal 8

Cukupjelas

m Par
Pasal 10

Hurufa

Cukup jelas

Orang yang menjalankan tugas kedinasan adalah adalah orang
yang melakukan tugas kedinasan di lingkungan objek wisata
dimaksud, dengan mimiliki Surat Perintah Tugas atau Surat
Penugasan atau Surat Keterangan dari Kepala Daerah atau
Pejabat yang dihunjuk.

Hurufb
Cukupjelas

Huruf c
Cukup jelasPASAL DEMI PASAL IBPasal 11

JfHf Cukupjelas
jKPasal 12

Cukupjelas

Pasal 1
iiCukup jelas

Pasal 2
|Pasal 13Cukupjelas

CukupjelasPasal 3
IPasal 14| Cukupjelas
i.PasaJ 15I Cukupjelas
pasal 16

Cukupjelas

Cukupjelas
Pasal 4

Cukup jelas
1
J

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
l1Cukupjelas

20:
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1 Pasal 31Pasal 17
Cukup jelasCukup jelas

Pasal 18 f Pasal 32
Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 19 I Pasal 33
I Cukup jelas
|Pasal 34
| Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
iI Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22 i

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
iPasal 24

Cukup jelas
iPasal 25

Cukup jelas iPasal 26 ifCukup jelas I
Pasal 27

I TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 87Cukup jelas
Pasal 28

tCukup jelas
Pasal 29 4Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas i .
'
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